BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,

@ Menimbang : a. bahwa rencana kerja pemerintah daerah menjadi

pedoman penyusunan rancangan anggaran pendapatan
dan belanja daerah, maka untuk menjaga konsistensi
antara perencanaan dan penganggaran, perlu disusun
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Lebong Tahun 2021 sebagai landasan
penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Tahun

2021.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

[

) Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2
Pembentukan Kabupaten Lebong danoo?(al;zn:ng
Kepahiang di Provinsi Bengkulu  (Lembaran Np =
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tam};%]ara
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); o

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 i
tent
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembara;r% g?:ﬂ
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambaian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomm: 4421);
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g;::{::ﬁtt’]':::lm f;irjt.nor 12 Tahun 2011 tentang
(Lembaran -~ (,_l‘nllll‘!-llj Pcrun|(]m‘1‘g-Undangal‘l
Notior 85 cgara Republik Indonesia Tahun 2011

Sy Fambahan Lembaran Negara Repllh]lk
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undnng-Undnng Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20[9
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah  Pengganti

Nomor 1 Tahun 2020 temaﬁg Kebijgkf;dnanl%;Undang
Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan U[ajngan
Penanganan Pandemi Corona Viryg Dige ntuk
(Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Miseh2019'
Ancaman Yang Membahayakan Perekonioiin nh? a_dapl
Dan/Atau Stabilitas  Sistem Keyan . n Nasional
Negara Republik Indonesig Tahun 2321 I&L&'mbau-an
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesig Nop..."
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dﬂera—:n
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomoran
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusun -
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Renc%{;k
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Repu
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20_11:5
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Ben6a
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 203 ),_
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 .tenta.ng
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 T
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuanga.':nu1’121)a2 Oig
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah 0
Nomor 1781); D

16. Peraturan Daerah Kabupaten Le
2012 tentang Rencana Pembangb;?anl?mor ' Ta‘hun
Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebong Tahangka Panjan
(Lembaran Daerah Kabupaten Leb un 2006-2025
Nomor 15); ong Tahun 2019
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Menetapkan

17.

18.

ggtiagum:'t Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun
entang  Rencana  Pembangunan Jangka
Menangah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong
Tahun 2016 Nomor 8), schagaimana telah diubah
dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Lebong Nomor 14
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menangah Daerah (RPJMD) Kabupaten Leboe
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Lebong Tahun 2017 Nomor 14);

Lebong Nomor 10 Ta_huq
n Susunan Organisasl
Daerah Kabupaten
sebagaimana telah
Kabupaten Lebong
Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten
2016 tentang Pembentukan da
Perangkat Daerah (Lembaran
Lebong Tahun 2016 Nomor 10),
diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebong Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Lebong.
Bupati adalah Bupati Lebong.
Organisasi Perangkat Daerah, selani i
. jutnya diseb
adalah Perangkat Daerah pada Pemgﬁntah Ltl)taozi
Kabupaten Lebong selaku er
anggaran/pengguna barang, pengguna
Rencana Kerja Pembangunan D
aerah

Legong Tahun 2021, selanjutnya disebyt RKI;%)‘%D%ten
2021 adalah dokumen perencanaan pemb ahun
daerah periode 1 (satu) tahun vaitu Tahun 2 Slgnlgunan

yang

dimulai dari Januari 20 :
Desember 2021, 2l sampai dengan 31
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6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Perangkat Daerah selanjutnya disebut DPA-OPD
ﬂdalab dokumen yang memuat pandapatan dan
belanja pembiayaan setiap OPD yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum
disepakati dengan DPRD. .

9. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya
disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD
untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-OPD setelah disepakati dengan
DPRD. ,

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujul
bersama oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah. _

11.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan
keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris
daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

Satuan Kerja

BAB 11
SISTEMATIKA PENULISAN
Pasal 2
Perubahan RKPD Tahun 2021 disusun den ' i
penyusunan sebagai berikut : = SSSmatia
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasij Pelaksan
: aan Program
Kegiatan RKPD Tahun 2021 sampggl de o
Triwulan ] fgan
Bab Il : Kerangka Ekonomi d
_ an Keuan
BabIV : Sasaran dan Prioritag Pemban S ucrah
Bab V : Rencana Kerja dan Penda G h
Bab VI : Penutup Saan
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BAB 111
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

; d

Perubahan RKPD Tahun 2021 disusun dengan makst

sebagai berikut: -

a. Pedoman bagi OPD dalam menyusun Perubaha
Renja-OPD Tahun 2021; dan . -

b. Landasan penyusunan Perubahan 'Kebuﬁkan UPT;L;OH
Anggaran dan Perubahan Prioritas dﬂ"A e
Anggaran Sementara Untuk Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun AnNge
2021.

Pasal 4

Perubahan RKPD disusun dengan tujuan Uﬂ':_zg
menyelaraskan antara perencanaan dan pengangga
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

BAB IV
PERUBAHAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 5

Hal - hal yang diubah dalam Perubahan RKPD Tahun

2021, meliputi :

a. Hasil evaluasi hingga Triwulan II Tahun Anggaran
2021 terdapat perkembangan keadaan berupa
perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah akibat
pandemi Covid-19 terutama terjadi perkembangan
indikator makro daerah, sedangkan untuk kerangka
pendanaan terjadi perubahan terutama pada asumsi
pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah; dan

b. Adanya perubahan rencana program dan kegiatan
prioritas daerah berupa adanya usulan dari OPD dalam

bentuk pergeseran kegiatan, penambaha
baru, penambahan atau

dan pagu anggaran.

n kegiatan
pengurangan target kinerja

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dipindai dengan CamScanner



Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rnler.ncrintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 21 September 2021

7Z(BUPATI LEBONG,]f

{ KORLI ANSORI
Diundangkan di Tubei

pada tanggal 21 September 2021

KABUPATEN LERONG,

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 41

[ PENERINTAH KABUPATEN LEBONG
BAGIAN HUKUM

PENELAAH PRODUA HUKUM \&/
« KABUPATEN LEBONG

-
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